BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Bab Il, maka dapat dismpulkan bahwa

Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Merek adalah :

1. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek terhadap pemilik merek yang dilanggar belum
dilaksanakan secara optima dalam memberikan perlindungan. Hal ini
disebabkan karena sanks pidana yang diberikan pada dasarnya belum
memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar merek. Sanksi pidana yang
ringan—dan sanksi yang ditimbulkan dari adanya unsur delik aduan
semakin memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan

pelanggaran merek.

2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagal aparat penegak
hukum, dalam mengatasi permasal ahan perbuatan melawan hukum atas
merek secara preventif telah melakukan upaya dengan melakukan
sosialisasi kepada masyarakat. Secara represif aparat penegak hukum
dalam hal ini Pengadilan Negeri telah memproses pelaku untuk diadili
dan diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
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B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memaparkan

Saran .

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah tidak
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sesual diterapkan dimasyarakat, sebaiknya Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek direvis atau melakukan uji materiil sehingga

diperoleh ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan.

Sebaiknya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam
mengatas permasalahan perbuatan melawan hukum atas merek semakin
meningkatkan upaya sosialisas tentang pelanggaran merek kepada
masyarakat dan Pengadilan Negeri menjatuhkan sanksi pidanayang |ebih
berat kepada pelaku pel anggaran merek sehingga menimbulkan efek jera

bagi pelaku pelanggaran.
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